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KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari
kata “Kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis,
melakukan hubungan atau bersetubuh.!® Makna kawin juga sama
dengan nikah yang berasal dari bahasa arab “nikaha-yankihu-nikahan”
yang bermakna bercampur, berakad, bersetubuh dan bersenang-
senang.!! Selain itu, nikah menurut bahasa juga diartikan sebagai “ad-
Dham’u wa al-Jam’u” yang berarti berkumpul. Menurut istilah syar’i
perkawinan adalah suatu akad yang mengandung hukum di bolehkanya
hubungan seksual dengan lafadz taswiz atau semakna dengan
keduanya.'?

Perkawinan merupakan cara terbaik yang dipilih oleh Allah swt
sebagai jalan bagi makhluk ciptaan-Nya untuk berkembang biak dan
melestarikan kehidupan spesies dan keturunannya.®® Karena dengan
berkembang biak, maka kelangsungan hidup mereka bisa tetap terjaga.

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah :

1550 21 g Iigil 2l 22 ST cas 23015 olgledl b

22
o=

FERY B EWEATE S SR NP A

10 Dep.Dikbud, Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia, cet, ke-3,, edisi kedua (Jakarta,
Balai Pustaka,1994), hal.456

11 M.Quraish Shihab, Wawasan Al Qur’an; Tafsir Maudhu”i atas Pelbagai Persoalan
Umat.cet.ke-6 (Bandung:Mizan, 1997), hal.192

12 Zakiah Drajat, IImu Figh, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), hal.37

13 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,
(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010), hal.6
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Artinya : (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu
dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang
ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang
biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia,
dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. As-
Syura/53:11)*

Selain itu, hidup berpasang-pasangan adalah naluri setiap makhluk
hidup termasuk manusia.'® Sebagaimana terdapat dalam firman Allah
SWt :
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Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan
supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS. Ad-
Dzariyat/51:49)®

Masyarakat Indonesia menyebut perihal nikah menggunakan kata
perkawinan atau pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974, pengertian perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.l’ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum
Islam Buku 1 tentang perkawinan pada BAB Il Pasal 2 disebutkan

bahwa perkawinan atau pernikahan menurut Hukum Islam adalah akad

14 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemah New Cordova, (Bandung:Syaamil
Qur’an 2012), hal.484

15 Abdul Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media,2019), hal. 14

16 Departemen Agama R, Al Qur’an dan Terjemabh...., hal. 522

17 Khoirun Nisa, Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan..... hal, 54
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yang sangat kuat miitsagan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah
dan melakukannya merupakan suatu bentuk ibadah.®

Pernikahan dianggap sah menurut negara apabila dilakukan
menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan
serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-
undangan yang berlaku, karena pernikahan bukan hanya untuk
mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga perkenalan
antara suatu kaum dengan yang lain.°

Selain itu, mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan baru
dianggap sah menurut agama jika dilakukan dengan akad yang
mencangkup ijab dan abul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki
yang melamarnya atau antara pihak yang mewakili nya seperti wakil
dan wali tanpa adanya hal tersebut maka suatu pernikahan di anggap
tidak sah.®

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Suatu perbuatan hukum sangat ditentukan oleh rukun dan syarat
karena kedua hal karena kedua hal tersebut menyangkut sah dan
tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun dan syarat sama
sama merupakan sesuatu hal yang wajib di adakan terutama dalam
setiap perbuatan yang dianggap ibadah. Kedua istilah tersebut saling
melengkapi dan berkesinambungan satu sama lain, sehingga dalam
suatu perbuatan tidak akan sah apabila dalam praktek nya tidak
menggunakan salah satu aspek dari kedua unsur tersebut karena Rukun
adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian
atau unsur untuk mewujudkan nya sedangkan syarat adalah sesuatu
yang di luar unsur tersebut sebagai pelengkap dan pendukung.

Sebagaimana dalam perkawinan ada beberapa rukun dan syarat yang

18 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia, (Jakarta : Gema Insani Press,1994), hal.78

19 Umul Baroroh, Figh Keluarga Muslim Indonesia, (Semarang: Karya Abadi
Jaya,2015), hal 2

20 Muhammad Jawad Mughiyah, Al-Fgh Ala Al Madzahib Al-Khomsah, (Di terjemahkan
oleh Masykur.,dkk,) Fikih Lima Madzhab, (Jakarta:Lentera, 2008), hal.309
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wajib di penuhi oleh pihak yang akan melangsungkan pernikahan,

adapun syarat dan rukun pernikahan adalah sebagai berikut :%

1. Rukun Pernikahan

a.
b.
C.
d.

€.

Calon mempelai laki-laki

Calon mempelai perempuan

Wali dari mempelai perempuan yang mengakadkan perkawinan

Dua Orang saksi

ljab yang dilakukan oleh wali dari mempelai wanita, dan gabul

yang dilakukan oleh mempelai laki-laki

2. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing

rukun tersebut antara lain :?2

a.

C.

Syarat calon mempelai laki-laki

1. Beragama Islam,

2. Jelas bahwa dia benar-benar laki-laki

3. Atas kemamuan dan keinginan sendiri (bukan paksaan)

4. Tidak sedang memiliki empat istri

5. Bukan mahram dari calon istri

6. Mendapatkan persetujuan dari istri sebelumnya (apabila
pihak mempelai laki-laki sudah mempunyai istri yang lain)

7. Tidak dalam keadaan ihram baik untuk haji maupun umrah

Syarat calon mempelai wanita

1. Beragama Islam

2 Jelas bahwa dia benar-benar wanita

3. Tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain

4. Kemauan sendiri (bagi seorang janda)

5. mendapatkan izin dari wali mempelai wanita

6. Tidak dalam keadaan ihram baik untuk haji maupun umrah

Syarat ljab Qabul®

21 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2006), hal 61
22 Al Hamdani, Risalah Perkawinan Islam, (Jakarta:Pustaka Amani,2007), hal 67-68
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1. Menggunakan kata yang bermakna menikah atau tazwij

2. ljab dan gabul di ucapkan oleh pelaku akad nikah

3. Bersambung antara ljab dan Qabul tanpa diselingi perkata-

an atau perbuatan orang lain

4. Pelaksanaan ljab dan Qabul harus pada satu tempat

5. Tidak digantungkan dengan persyaratan apapun

6. Tidak dibatasi waktu tertentu
d. Syarat Wali
1. Laki-laki
2. Islam
3. Baligh
4. Berakal
5. Merdeka (bukan budak)
6. ‘adil
7. Tidak sedang melaksakan ihram haji maupun umrah
8. Masuk kedalam kategori orang yang berhak menjadi wali,

Adapun orang yang berhak menjadi seorang wali terbagi

menjadi tiga kelompok yaitu :2*
Pertama, wali nasab vyaitu seorang wali yang memiliki
hubungan darah atau kekarabatan dengan pihak mempelai
wanita
Kedua, wali mu’tiq yaitu seorang wali yang merupakan
majikan dari seorang hamba sahaya yang dimerdekakannya
Ketiga, wali hakim yaitu orang yang ditunjuk oleh lembaga
yang berwenang untuk dijadikan sebagai wali dalam
pernikahan atau bisa juga orang yang dipercaya oleh pihak
mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk dijadikan
wali dalam pernikahan mereka

e. Syarat dua orang saksi®

23 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal.

24 1bid, hal 23
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. Berjenis kelamin laki-laki

. Beragama Islam

. Baligh

. Berakal

. Merdeka

. Bisa melihat dan mendengar

. Memahami bahasa yang di gunaakan dalam akad
. Tidak sedang menjalankan ihram haji atau umrah
9.

Hadir dalam ijab gabul

3. Syarat pernikahan menurut Peraturan Perundang-undangan

b
syara’,

Selain terdapat syarat dan rukum pernikahan menurut

syarat pernikahan pun juga diatur di dalam peraturan

perundang-undangan antara lain yaitu yang terdapat di dalam UU

No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

1)

2)

3)

4)

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai;

Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat
izin kedua orang tua;

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu
menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2)
pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup
atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan
kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali; orang yang
memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka

25 Al Hamdani, Risalah Perkawinan ..., hal 68
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masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan
pendapatnya;

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang
disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah
seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan
pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat
tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau
permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah
lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat
(2), (3) dan (4) pasal ini;

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak
menentukan lain.

4.  Larangan Pernikahan
Meskipun syarat dan rukun sebuah perkawinan terpenuhi, belum
tentu pernikahan tersebut dapat dianggap sah menurut agama islam
karena masih terdapat satu hal lagi yang dapat menjadi penghalang
terhadap sah atau boleh tidaknya sebuah perkawinan. Adapun halangan
tersebut dinamakan larangan pernikahan. Terlepas dari adanya
larangan pernikahan menurut agama islam, secara umum masyarakat
Indonesia juga mengenal adanya larangan pernikahan menurut
peraturan perundang-undangan dan larangan pernikahan menurut
aturan adat.?’ Berikut penjelasannya :
a) Larangan pernikahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan
Larangan Pernikahan menurut peraturan perundang-undangan

pada umumnya terjadi di sebabkan oleh adanya hubungan

26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6.

27 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum
Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 58
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kekeluargaan atau hubungan darah, dan barangsiapa yang
melanggarlarangan tersebut maka suatu pernikahan tidak akan
dianggap sah oleh negara dan pernikahan tersebut tidak akan
tercatat oleh lembaga yang berwenang. Menurut pasal 8 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang
dilarang adalah pernikahan antara dua orang yang memiliki

hubungan sebagai berikut: %

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah
ataupun keatas,

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan
antara seorang dengan suadara neneknya

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan
ibu/bapak tiri,

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan,
saudara susuan dan bibi/paman susuan. Berhubungan saudara
dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri,dalam
hal seorang suami beristri lebih dari seorang,

e. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan
lain yang berlaku dilarang kawin
Apabila terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut

maka diperbolehkkan orang-orang di sekitar nya khususnya

keluarga dari pihak yang bersangkutan untuk mencegah pernikahan
tersebut. Hal ini juga di atur di dalam pasal 14 UU Nomor 1 tahun

1974 yang menyatakan: “Yang dapat mencegah perkawinan ialah

keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah,

saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah satu seorang calon

28 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia...., hal. 58
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mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan”.?®

Selanjutnya di dalam pasal 16 UU No. 1 Tahun 1974 juga di

tegaskan bahwa :*°

1. Pejabat yang ditunjuk, berkewajiban mencegah berlangsungnya
perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1).
Pasal 8, pasal 9. Pasal 10, dan pasal 12 undang-undang ini tidak
dipenuhi.

2. Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat
(1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang
undangan. Dalam rumusan kompilasi, dituangkan dalam pasal 64
Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan
berkewajuban mencegah perkawinan bila nukun dan syarat
perkawinan tidak dipenuhi”. Pasal ini tidak dimaksud untuk
membatasi ruang gerak pihak-pihak yang tersebut dalam Pasal
8 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Pasal 62
KHI, akan tetapi dimaksudkan agar di dalam perkawinan
diusahakan semaksimal mungkin tidak terjadi pelanggaran
terhadap ketentuan agama dan perundang-undangan.

Selain diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, larangan
pernikahan juga di jelaskan di dalam KHI (Kompilasi Hukum
Islam) pada pasal 39 Bab Larangan Kawin yang mana pada pasal
ini berisikan rincian dari UU No 1 Tahun 1974. Adapun isi dari
pasal 39 tersebut adalah sebagai berikut :3!

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan

seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab

29 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Cet.1, (Jakarta: Visimedia: 2007), hal. 8

%0 Ibid., Hal 9

31 Seri Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka
Widyatama,2004), hal. 23-24

20



b)

2. Karena pertalian kekerabatan samenda

3. Karena pertalian susuan

Larangan tersebut bersifat selamanya, sedangkan larangan
bersifat yang sifatnya sementara juga di atur dalam KHI antara
lain:

1. Pertalian talak tiga KHI Pasal 10 yang dijelaskan kembali
dalam KHI Pasal 43

2. Pertalian permaduan KHI Pasal 41

3. Keadaan jumlah bilangan istri. KHI Pasal 8 Ayat f yang
dikuatkan dalam KHI Pasal 41

4. Keadaan berihram, KHI Pasal 54

5. Keadaan menjalani iddah KHI Pasal 40 Ayat b

6. Keadaan ikatan perkawinan, KHI Pasal 9 yang dikuatkan dalam
KHI Pasal 40 Ayat a

7. Keadaan kekafiran dan kemusyrikan (beda agama), KHI dalam
pasal yang terpisah, yaitu Pasal 40 Ayat c dan Pasal 44

8. Keadaan berzina KHI Pasal 53.

Larangan pernikahan berdasarkan aturan adat

Larangan pernikahan berdasarkan aturan adat di Indonesia
pada umumnya dipengaruhi oleh struktur masyarakatnya yang
unilateral. Selain itu, larangan pernikahan menurut adat biasanya
selalu berhubungan dengan mitos atau pamali pada waktu-waktu
tertentu, salah satu nya seperti larangan menikah pada tahun Dal
dengan mitos nya bahwa seseorang yang menikah pada waktu
tersebut maka pernikahan nya tidak akan langgeng.

Adapula larangan pernikahan yang disebabkan oleh sistem
parental baik itu yang menganut sistem patrilinial maupun
matrilinial salah satu nya seperti larangan menikahi saudara sepupu
bagi masyarakat suku Jawa. Larangan pernikahan berdasarkan

aturan adat juga berbeda-beda pada setiap daerah di Indonesia.
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Meskipun pada dasarnya kekuatan aturan adat tidaklah
semengikat aturan agama dan aturan perundang-undangan namun
pada kenyataannya mayoritas orang di Indonesia masih memegang
teguh aturan adat mereka di daerah masing-masing.*

c) Larangan pernikahan berdasarkan agama Islam

Larangan pernikahan berdasarkan agama islam erat
kaitanya dengan orang-orang yang tidak boleh atau haram untuk
dinikahi, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.
Ada dua macam larangan pernikahan yaitu :

1. Larangan yang berlaku selamanya

Larangan ini mengarah kepada orang-orang yang haram
untuk dinikahi sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun
atau biasa di sebut mahram muabad. Wanita dikategorikan
sebagai mahram muabad di sebabkan oleh tiga hal, yaitu
karena sebab nasab (al muharramat bi sabab al-garabah),
karena sebab persemendaan (al muharramat bi sabab al
mushaharah) dan karena sebab persususan (al muharramat bi
sabab al ar dha “ah).

1. Sebab hubungan nasab

Wanita yang termasuk kedalam al muharramat bi
sabab al-garabah antara lain :*3

a. lbu-ibu, termasuk ibu, ibu dari ibu (nenek dari ibu),

ibu dari ayah (nenek dari ayah)dan seterusnya keatas.

b. Anak perempuan kandung, termasuk cucu terus
kebawah.

c. Saudara-saudara perempuan, termasuk sekandung
seayah dan seibu.
d. Saudara-saudara ayah yang perempuan (bibi dari

ayah), termasuk juga saudara perempuan dari kakek.

32 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia.....,hal. 58

33 Umul Baroroh, Figh Keluarga Muslim Indonesia, (Semarang: Karya
Abadi Jaya, 2015, hal.22
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e. Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk
saudara nenek perempuan.

f. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki
(keponakan dari saudara laki-laki),baik sekandung
maupun seibu

g. Anak-anak  perempuan dari  saudara-saudara
perempuan (keponakan dari saudara perempuan),

baik yang sekandung, seayah maupun seibu.

Pengharaman ini didasarkan pada Firman Alloh dalam
Al Qur’an Surat An Nisa’ ayat 23 :3*

(g Ky 1y i 2K 1 Lt
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Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-
ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-
saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu
yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-

34 Departemen Agama RI, A/ Qur’an dan Terjemah...., hal. 81
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saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari
saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang
menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-
ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam
pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,
tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan
sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu
mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri
anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali
yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2. Sebab hubungan semendaan
Wanita yang termasuk kedalam al muharramat bi

sabab al mushaharah antara lain :®

1)  Orang tua si istri baik yang sudah ataupun yang

belum (Ibu dan nenek si istri).

2)  Anak-anak dari istri yang telah dicampuri. Jika
seorang laki-laki menikahi seorang perempuan
yang telah memiliki anak seorang wanita dan
telah bercampur, maka haram bagi nya menikahi
putri dari istrinya,

3)  Istri-istri orang tua walaupun belakangan sebagai
penengah nasab antara ia dan mereka. Istri bapak,
istri kakek, dan istri bapaknya kakek haram
untuk dinikahi selamanya, baik yang telah
bercampur ataupun yang belum karena nikah

secara mutlak berpihak kepada akad, akad adalah

35 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak, (Jakarta:
Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 137
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satu-satunya yang menjadi sebab keharaman.

Pengharaman ini juga berdasarkan Firman Alloh
dalam Al Qur’an Surat An Nisa’ ayat 22 :

Artinya : “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang
telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang
telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan
dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (vang ditempuh). 3

3. Haram di sebabkan hubungan persusuan
Adapun wanita yeng termasuk ke dalam al
muharramat bi sabab al ar dha “ah antara lain :%’
1)  Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya
menurut garis lurus ke atas
2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya
menurut garis bawah
3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan
kemenakan sesusuan kebawah
4)  Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek
bibi seususuan keatas Dengan anak yang disusui
oleh istrinya dan keturunannya

2. Larangan Pernikahan yang sifat nya sementara

36 Departemen Agama RI, A/ Qur’an dan Terjemanh...., hal. 81
37 Djaman Nur, Figh Munakahat, (Semarang : Dina Utama, 1993), hal 103
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Larangan pernikahan yang bersifat sementara artinya

larangan tersebut tidak berlaku selama nya dan bisa gugur

atau di hilangkan sewaktu-waktu dengan syarat dan

keadaan tertentu. Larangan pernikahan ini biasa disebut

mahram muagad, adapun larangan pernikahan yang masuk

ke dalam mahram muagad antara lain :

a)

b)

Mengawini dua saudara dalam satu waktu

Tidak di perbolehkan seorang laki-laki menikahi dua
orang wanita yang masih merupakan saudara kandung
dalam satu waktu.

Menikahi lebih dari empat wanita

Di dalam islam, seorang laki-laki hanya
diperbolehkan maksimal mempunyai empat istri.
Itupun harus dengan syarat bahwa lelaki tersebut
harus benar-benar bisa adil. Hal ini berdasarkan
firman Allah swt di dalam Al Qur’an surat An Nisa’
ayat 3 :

PR
R 7

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat
berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim
(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan

dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,
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atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian
itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*®

¢) Menikahi wanita yang telah bersuami
Di haramkan seorang lelaki menikahi wanita yang
masih berstatus sebagai istri orang lain. Hal ini
berdasarkan firman Allah swt pada Al Qur’an surat

An Nisa’ ayat 24 :
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Artinya : "Dan (diharamkan juga kamu mengawini)
wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang
kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu)
sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan
bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-
isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk
berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu ni mati
(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada
mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu

kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap

38 Departemen Agama RI, A/ Qur’an dan Terjemah...., hal. 71
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sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah
menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

d) Menikahi wanita musrik
Di haramkan seorang lelaki muslim menikahi wanita
musrik atau berbeda agama. Larangan ini didasarkan
pada firman Allah swt di dalam Al Qur’an Surat Al
Bagarah ayat 221 :
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Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita
musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya
wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah
kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari
orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka

mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga

39 Departemen Agama RI, A/ Qur’an dan Terjemanh...., hal. 82
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dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya)
kepada manusia supaya mereka mengambil

pelajaran.”®

e) Menikahi wanita pezina sebelum dia bertaubat
Larangan ini berdasarkan firman Allah pada Surat

An Nur ayat 3 :

Artinya :“Laki-laki yang berzina tidak mengawini
melainkan  perempuan yang berzina, atau
perempuan yang musyrik; dan perempuan yang
berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki
yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang
demikian itu diharamkan atas orang-orang yang
mu'min. "4
f) Menikahi wanita yang sedang ihram atau menikah
dalam keadaan ihram
Ini berlaku baik itu ihram haji maupun ihram umrah,
namun larangan ini tidak berlaku lagi setelah habis
masa ihram.*? Larangan ini berdasarkan salah satu
hadits yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan
yang berbunyi :

40 Departemen Agama R, A/ Qur’an dan Terjemah...., hal. 82
41 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemah...., hal. 35
42 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah jilid 3, (Jakarta:Cakrawala Publishing,2008), hal. 319-320
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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Orang yang berihram tidak diperbolehkan untuk
menikah dan dinikahkan dan meminang.” (Hadist
Riwayat Muslim 2524)*

g) Istri yang telah di talak tiga

Dalam kondisi ini seorang istri telah sah dianggap
sebagai mantan istri, dan pihak mantan suami yang
telah menalaknya tidak diperbolehkan lagi merujuk
atau menikahi lagi istri yang ia talak sampai si
wanita tersebut menikah lagi dengan orang lain
kemudian wanita tersebut bercerai lagi dalam ke
adaan suda dicampuri. Larangan ini berdasarkan
firman Allah swt pada Surat Al Bagarah ayat 230 :
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43 Saiful Anwar, Tarjamah Shahih Muslim Jilid Il, (Jakarta : CV. Al Huda, 1996) hal.
129
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Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya
(sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu
tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan
suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu
menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi
keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk
kawin kembali jika keduanya berpendapat akan
dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah
hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum

yang (mau) mengetahui.”**

Selain  menyebutkan macam-macam perkawinan Yyang
sudah di atur secara Qath’i tentang ketidakbolehannya
sebagaimana yang telah di sebutkan di atas, masih ada jenis
perkawinan lain yang pada dasarnya juga di larang oleh islam
antara lain yaitu nikah mut’ah (nikah yang tujuan nya sementara),
nikah nikah muhallil (nikah dengan tujuan untuk menghalalkan
isterisetelah ditalaq tiga kali oleh suami), nikah syigar (nikah tukar
menukar tanpa ada mahar), nikah tahwid (nikah yang kurang salah

satu rukunnya), nikah dalam masa iddah dan nikah beda agama.*

B. Urf (Adat)
1) Pengertian Urf

Arti  ‘urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan,
perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah

menjadi tradisi untuk melaksanakannya. Di kalangan masyarakat ‘urf

44 Departemen Agama RI, A/ Qur’an dan Terjemah...., hal. 36
4 Seri Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama,
2004), hal. 23-24
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ini sering disebut sebagai adat.*® Dari segi etimologi ini ‘urf juga bisa
diartikan sebagai kebiasaan yang baik.*’

Urf secara terminologi mengandung makna, sesuatu yang menjadi
kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap
perbuatan populer di antara mereka. Kata ‘wurf dalam penegrtian
terminologi sama dengan istilah al-‘adah (kebiasaan), yaitu sesuatu
yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal

yang sehat dan watak yang benar*®

Sedangkan menurut shara’, banyak definisinya yang
disebutkan oleh beberapa kalangan, namun menurut ulama ushul fikih
yaitu:

“Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya,

baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu’**°

Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan
pengertian antara 'urf dengan adat, namun dalam pemahaman biasa
diartikan bahwa pengertian ‘urf lebih umum dibanding dengan
pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat,
juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah
merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap

orang yang melanggarnya.

Adapun sebuah adat dapat dikategorikan sebagai ‘urf apabila
memenuhi tiga syarat dalam ‘urf, yaitu, Pertama, adanya kemantapan
jiwa. Kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Ketiga, dapat
diterima oleh watak (fitrah) bawaan manusia, dalam artian sejalan

dengan tuntutan watak asal manusia.>

hal. 27.

46 Juhaya S. Praja, llmu Ushul Figih, Cet. IV, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal.128.

47 Totok Jumantoro, Kamus llmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2005),hal.333.

48 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figih, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2011), hal.209.

49 Totok Jumantoro, Kamus ilmu Ushul..., hal.334.

50 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat bagi Umat Islam, (Yogyakarta: Nur cahaya, 1983),
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Adat atau ‘urf yang dimaksud sebagai sumber hukum Islam
bukan hanya adat orang Arab saja, melainkan semua adat yang
berlaku di suatu tempat dan masyarakat tertentu, dalam arti adat yang
terjadi di suatu tempat bisa dijadikan sebagai sumber hukum, dan
produk hukum yang berlaku dan bersifat lokalitas, tanpa mengikat
pada tempat yang lain.

2) Macam-macam ‘Urf
Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat
mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijma’
yang terbentuk dari kesepakatan para Mujtahid saja, tidak
termasuk manusia secara umum.®* Penggolongan macam-macam

‘urf itu dapat dilihat dari beberapa segi:

a. Berdasarkan objeknya, ‘urf terbagi menjadi al- ‘urf al-lafdhi
dan al urf al-amaly

1) Al urf al-lafdhi adalah sebuah adat atau kebiasaan

masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu

dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan

itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat.

Misalnya, ungkapan kata-kata daging yang berarti daging

sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging

yang ada.

Al-‘urf al-‘amali adalah kebiasaan masyarakat yang
berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah
keperdataan, yang dimaksud dengan, perbuatan biasa adalah
perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka
yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Seperti
kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu
minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan khusus

atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat

51 Abdul Wahhab Khallaf, llmu Ushul Figih, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal.128.
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dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara
khusus.>
b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘ur f terbagi menjadi

‘Urf ‘am dan ‘Urf khas.

1) “‘Urf ‘am (‘urf umum), yaitu kebiasaan yang telah umum
berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia,
tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.
Umpamanya, menganggukkan kepala tanda menyetujui
dan menggelengkan kepala sebagai tanda menolak atau
menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu
maka dianggap aneh atau ganjil.

2) ‘Urf khas (‘urf khusus), yaitu kebiasaan yang dilakukan
sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu
tertentu tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang
waktu. Umpamanya, Kkebiasaan masyarakat Jambi
menyebut kalimat ,satu tumbuk tanah‘ untuk menunjuk
pengertian luas tanah 10x10 meter.

c. Dari segi ruang keabsahannya, ‘urf terbagi menjadi Urf Al

Shahih dan ‘Urf Al Fasid

1) ‘Urf Al Shahih, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia
tidak bertentangan dengan dengan dalil syara’.
Umpamanya mengadakan halal bihalal (silaturrahmi) saat
hari raya, member hadiah sebagai suatu penghargaan atas
suatu prestasi. Seorang mujtahid harus memperhatikan
‘Urf Al Shahih dalam membentuk suatu produk hukum.
Karena adat dan kebiasaan adalah bagian dari kebutuhan
dan sesuai dengan kemaslahatan. Karenanya terdapat
kaidah yang menyatakan bahwa :

“Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan

hukum.”

52 Nasrun Haroen, Ushul Figh 1, (Jakarta: Logos, 1996), hal.140.
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2) Urf Al-Fasid yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh
manusia tetapi bertentangan dengan syara’. Misalnya,
minum-minuman keras, hidup bersama tanpa nikah.
‘Urf Al-Fasid dapat juga dikatakan sebagai sebuah
tindakan kelakuan atau tutur kebahasaan yang sudah
menjadi kebiasaan banyak orang pada masa tertentu
maupun sepanjang masa, yang tidak mendapat dukungan
syariat atau menyalahi syariat. Umpamanya, pesta
dengan menghidangkan minuman haram, berjudi untuk

merayakan sesuatu.
3) Syarat-syarat Urf

Urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil untyuk
menetapkan hukum syara’ apabila telah memenuhi sejumlah

persyaratan berikut. Syarat tersebut adalah:53

a. Urf yang dilaksanakan itu harus masuk pada ‘urf-al shahih
dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan
Sunnah. apabila bertentangan dengan ketentuan nas atau
bertentangan dengan prinsip- prinsip syara’, maka tidak dapat
dijadikan dalil untuk menetapkan hukum dan teramasuk dalam
kategori ‘urfal-fasid.

b. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah terjadi
kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

c. ‘Urfitu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang
akan dilandaskan kepada wurf itu. Misalnya, seseorang yang
mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang di
sebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai
pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka

kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan

53 Amir Syarifuddin, Ushul Figh 2,(Jakarta: Kencana, 2014), hal.416
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pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian
ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf
terjadi misalnya harus punya ijazah.

d. Tidak ada ketegangan dari pihak-pihak terkait yang berlainan
dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua bela pihak
yang berakal telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan
yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu,
bukan ‘urf. Misalnya adat yang berlaku di masyarakat, istri
belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang
tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad
kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh
dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu
melunasi maharnya.Dalam masalah ini , yang di anggap
berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.>

4) .Kehujjahan Urf

Ada beberapa argumentasi yang dijadikan alasan oleh para
ulama ber- hujjah ujjah dengan menggunakan ‘urf dan

menjadikannya sebagai metode dalam istinbat hukum, yaitu :

Firman Allah Swt surah al A’raf ayat 199 :

°
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“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang

maruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh .5

Ayat diatas merupakan perintah, untuk menyuruh manusia
melakukan perbuatan yang ma’ruf. Kata ma’ruf artinya sesuatu

yang diakui baik. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa

54 Effendi Satria, Usul Figh..., hal.156-157
55 Departemen Agama RI, Al - Qur’an dan...,hal. 255
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seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik
pada umat, dan sesuatu hal yang menurut kesepakatan berguna

bagi kemaslahatan.*®

Kemudian Atsar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari
Abdullah bin Mas’ud :
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“Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya
setelah nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa salam maka
Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang
terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-
Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka Apa yang
dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di
sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang
dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia

di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”

Atsar tersebut dijadikan dasar, bahwa adat yang berlaku
dalam masyarakat yang tidak melanggar ketentuan syara’, dapat
ditetapkan sebagai sumber hukum. Sedangkan adat yang

melanggar ketentuan syara’, tidak dapat ditetapkan sebagai

% Ahmad Mustafa al Maragi, tafsir Maragi, Juz 1l (Mesir: Mustafa al Bab al Halabi,
1946), hal. 65
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sumber hukum. Apabila tetap dijadikan sebagai sumber hukum,

maka sama saja dengan menentang ketentuan syara’.

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan urf
Shahih sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, diantara
mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas
penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah
dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan ‘urf
sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi’iyah dan

Hanabilah.®’

‘Urf Shahih harus dipelihara dalam pembentukan hukum
dan dalam pengadilan. Bagi mujtahid harus memeliharanya ketika
membentuk hukum dan harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan
yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang
ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan
kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. ‘Urf Shahih
dapat diterima dalam syariat Islam dan menjadi landasan hukum,
karema ‘Urf Shahih tidak bertentangan dengan hukum syariat.
Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa adat yang tidak

diperbolehkan dijadikan sebagai landasan hukum adalah urf fasid.

Tidak diperbolehkannya ‘urf fasid menjadi landasan hukum
karena menyelisinkan dalil-dalil hukum syariat, oleh karena itu
tidak diperbolehkan ‘urf yang bertentangan dengan landasan
hukum menjadi rujukan sebagai /ujjah-nya seorang Mujtahid.
Seperti akad riba, dan akad gharar (merugikan salah satu pihak).
Adapun kebiasaan yang fasid yang merugikan masyarakat, hal itu

tidak dibenarkan dalam syariat.

57 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh..., hal.212.
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‘Urf tidak berdiri dengan dalilnya sendiri, ‘urf bisa menjadi
hujjah ujjah dikarenakan adanya kemaslahatan mursalah, di lihat
dari tafsir-tafsir khusus atau mengambil kekhususan dari suatu

yang umum, atau mentagtid suatu yang mutlag.

Oleh karena itu para fugaha mengatakan setiap perkara
syariah yang tidak dhabit dan perkara yang tidak ada aturan dalam
syariat Islam maka kembali kepada bahasanya, yaitu kembali
kepada ‘urf, contohnya dalam pencurian, kesepakatan dalam jual
beli.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil laporan ringkas dari beberapa
yang sudah pernah melakukan penelitian dengan tema dan pokok
permasalahan yang sama dengan judul kajian yang berbeda dengan
penulis. Sehingga sangat jelas bahwa pada penelitian ini tidak terdapat
plagiasi dan pengulangan obyek kajian yang sama dengan penelitian
sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pokok
permasalahan yang sama dan merupakan inspirasi dari obyek kajian di
dalam penelitian ini antara lain :

Skripsi yang di tulis oleh Khoerun Nisa yang berjudul “Analisis
Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan yang dilaksanakan pada
Tahun Duda” (Study Kasus di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi
Kabupaten Boyolali) dalam skripsi ini peneliti membahas tentang tinjauan
hukum islam terhadap praktek larangan pernikahan pada tahun duda dan
kepercayaan masyarakatnya terhadap mitos yang terdapat dalam larangan
tersebut dan membahas pula pendapat tokoh agama di desa Pilangrejo

kecamatan Juwangi terhadap larangan tersebut.>®

58 Khoerun Nisa, Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan yang
dilaksanakan pada Tahun Duda, (Study Kasus di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten
Boyolali) Skripsi, UIN Semarang,2017
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Skripsi yang di tulis oleh Zamzami yang berjudul “Pandangan
Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah di Bulan
Suro” (Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu) dalam skripsi ini peneliti
membahas tentang larangan menikah pada bulan suro yang mana larangan
tersebut sangat di patuhi oleh masyarajat Kabupaten Pringsewu sekaligus
memberikan laporan tentang pendapat beberapa tokoh Nahdatul Ulama di
daerah tersebut tentang tinjauan hukum islam terhadap pengamalan adat
istiadat tersebut.®®

Skripsi di tulis oleh Dwi Agung Purnomo yang berjudul ”Tinjauan
Hukum Islam Tentang Larangan Melaksanakan Perkawinan di Bulan Safar
(Studi Kasus Di Masyarakat Kampung Wandoyong Desa Sukatani
Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi) dalam skripsi ini peneliti
membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap adanya aturan adat
tentang larangan melaksanakan pernikahan pada bulan safar dan tentang
boleh tidaknya menunda pernikahan akibat patuh dengan aturan adat
tersebut.®

Skripsi yang di tulis oleh Rahmat Heriansah yang berjudul
Larangan Menikah pada Rabu Akhir Bulan Safar di Desa Sidomulyo Kab
Rohl Dalam Pandangan Hukum Islam. Dalam laporan skripsi ini peneliti
membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap larangan menikah pada
hari Rabu di akhir bulan safar serta memberikan rangkuman dari pendapat
tokoh agama di Desa Sidomulyo Kabupaten Rohl terkait adanya larangan
tersebut.®
Demikian penjabaran terhadap beberapa penelitian terdahulu dengan
pokok permasalahan yang hampir sama dengan apa yang ingin di teliti

dan di bahas dalam penelitian kali ini. Adapun kesamaaan pokok

59 Zamzami, Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah di

Bulan Suro (Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu) Skripsi, UIN Lampung, 2020

% Dwi Agung Purnomo, Tinjauan Hukum Islam Tentang Melaksanakan Perkawinan di

Bulan Safar (Studi Kasus Di Masyarakat Kampung Wandoyong Desa Sukatani Kecamatan
Surade Kabupaten Sukabumi) Skripsi, UIN Bandung,2018

61 Rahmat Heriansah, Larangan Menikah pada Rabu Akhir Bulan Safar di Desa

Sidomulyo Kab Rohl Dalam Pandangan Hukum Islam. Skripsi, UIN Jakarta, 2019
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permasalahan yang dimaksud adalah sama-sama meneliti tentang
larangan pernikahan pada waktu tertentu serta sama-sama disangkut-
pautkan dengan tinjaun Hukum Islam yang merupakan dasar dan patokan
dari segala macam perbuatan, baik itu hubungan antar manusia maupun
hubungan manusia dengan Tuhan nya bagi seluruh umat muslim di dunia.
Dari beberapa peneltian terdahulu di atas dapat dipastikan bahwa obyek
kajian yang di bahas di dalam penelitian ini benar-benar berbeda dengan
obyek kajian yang di bahas dan di dalam penelitian terdahulu. Sehingga
dapat dipastikan bahwa penelitian terkait “Pandangan Tokoh Agama
tentang Larangan Menikah di Tahun Dal dalam Perspektif Hukum Islam”

belum pernah dilakukan sebelumnya.
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